




A. Latar Belakang 
Pemerintah daerah saat ini telah diberikan kebebasan wewenang untuk 
meningkatkan potensi daerahnya. Hal ini dapat memicu terhadap kemandirian 
daerah dalam mengelolah potensi yang dimiliki oleh daerah. Kebebasan 
wewenang merupakan kebijakan yang sudah ditetepkan dan berlaku semenjak 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang 
Otonomi Daerah.  
Kebijakan otonomi daerah dapat memengaruhi perekonomian bahkan dapat 
mempercepat peningkatan perekonomian daerah. Kebijakan otonomi daerah 
bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya sesuai dengan 
potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Karena pemerintah daerah 
dianggap lebih mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang mampu dilakukan 
untuk meningkatkan potensi daerahnya.  
Kemudian dengan adanya program otonomi daerah, pimpinan daerah dapat 
meningkatkan pendapatan daerahnya. Selain pendapatan asli daerah yang 
digunakan untuk pembiayaan daerah, juga ada dana perimbangan yang sudah 
ditetapkan di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10. UU tersebut 
menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan daerah tidak hanya dari 
pendapatan asli daerah, melainkan didapat dari transfer dari pemerintah pusat 





Dana perimbangan merupakan dana yang dihasilkan dari APBN yang 
diberikan kepada daerah yang akan digunakan untuk belanja daerah. 
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dapat dikatakan sebagai 
dana yang digunakan untuk pembiayaan dalam melaksanakan peningkatan 
perekonomian daerah. Hal ini dapat diukur dari seberapa besar kontribusi yang 
diberikan oleh pendapatan asli daerah kepada APBD. Dana perimbangan 
merupakan transfer dana yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi 
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Latuheru:2016). 
Masalah yang sering terjadi terhadap dana perimbangan adalah dari yang 
diberikan pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 
dalam meningkatkan potensi daerah secara signifikan karena habis untuk 
belanja pegawai. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sa’diyah 
dan Putri (2015) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap manajerial 
pemerintahan Kab. Aceh Utara. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan 
asli daerah berpengaruh signifikan terhdap kinerja manajerial pemerintahan 
Kab. Aceh Utara.  
Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Panji dan Indrajaya (2016) 
tentang pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil penelitian menemukan bahwa dana 
perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 





Beberapa hasil penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan 
dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah masih menimbulkan 
perbedaan/gap antara kebijakan otonomi daerah yang sudah ditetapkan dengan 
kenyataan saat ini. Ternyata masih ada beberapa daerah yang masih belum 
dapat meningkatkan potensi daerah. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk 
mengadakan penelitian terhadap “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana 
Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Batu”. Selain itu, Kota Batu 
merupakan objek baru yang akan digunakan untuk mengetahui, menguji dan 
menganalisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki 
pengaruh terhadap Belanja Daerah atau bahkan tidak memiliki pengaruh sama 
sekali.  
Kota Batu merupakan kota yang pembangunan daerahnya sangat tinggi. 
Seperti pembangunan wisata dan pembangunan lain-lainnya yang memiliki 
pengaruh terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Batu. Ketika 
pendapatan asli daerah tinggi, maka daerah itu kemungkinan memiliki 
kontribusi dalam meningkatkan kebutuhan daerahnya. Namun apabila 
pendapatan asli derahnya kecil, maka kemungkinan belum mampu 
berkontribusi penuh untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sehingga perlu 
dibantu oleh dana yang lainnya. Seperti dana perimbangan yang meliputi dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. 
Berdasarkan uraraian diatas, peneliti ingin mengetahuin serta menganalisis 
seberapa besar pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang dimiliki 





daerah yang tujuannya untuk meningkatkan potensi daerah dan kemandirian 
daerah dalam mengelolah daerah. Maka dari itu penelitian ini akan membahas 
tentang PAD yang meliputi Pajak Daerah, Retrubusi Pajak, Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang Sah 
dan Dana Perimbangan yang meliputi DBH, DAU dan DAK. Sehingga peneliti 
mengambil judul penelitian yaitu, Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah 
dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Batu. 
B. Rumusan Masalah 
1. Berapa besar tingkat kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah di Kota 
Batu? 
2. Berapa besar tingkat kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja 
Daerah di Kota Batu? 
3. Berapa besar tingkat kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap 
Belanja Daerah di Kota Batu? 
C. Tujuan 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti 
memiliki tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengevaluasi berapa besar kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah 
di Kota Batu 
2. Untuk mengevaluasi berapa besar tingkat kontribusi Dana Perimbangan 
terhadap Belanja Daerah di Kota Batu 
3. Untuk mengevaluasi berapa besar tingkat kontribusi PAD dan Dana 






Manfaat dari penelitian ini  dibagi menjadi 2, yaitu : 
1. Manfaat secara teoritis 
Diharapkan bagi pemerintah Kota Batu dapat dijadikan gambaran 
untuk lebih meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya dan dapat 
digunakan untuk tolak ukur saat melakukan evaluasi. 
2. Manfaat secara praktis  
Diharapkan bagi pembaca pembaca dapat digunakan untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang kontribusi pendapatan asli daerah dan 
dana perimbangan terhadap belanja daerah kabupaten/kota, khususnya 
pada Kota Batu. Serta diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan 
sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Serta dapat mempermudah 
untuk mencari referensi. 
 
 
 
 
